
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.700, 2018 KEMENDAGRI. Pengangkatan dan Pemberhentian 

Angota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris 

dan Anggota Direksi BUMD.  
 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 37 TAHUN 2018  

TENTANG  

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  

ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU ANGGOTA KOMISARIS  

DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 

58 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 

Badan Usaha Milik Daerah proses pemilihan anggota 

Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota 

Direksi dilakukan melalui seleksi dan diatur dalam 

Peraturan Menteri; 

b. bahwa pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan 

Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi 

perlu diatur untuk mewujudkan tata kelola perusahaan 

yang baik; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan 

Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota 

Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4916); 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 

Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 6173); 

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN 

PENGAWAS ATAU ANGGOTA KOMISARIS DAN DIREKSI 

BADAN USAHA MILIK DAERAH. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat 

BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 

besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 

2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan 
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menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah  kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

4. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam 

Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada 

Perusahaan Umum Daerah  yang selanjutnya disebut 

KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang 

memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum 

Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak 

diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya 

disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan 

Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam 

perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala 

wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau 

Komisaris. 

7. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum 

Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan 

memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan 

kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah. 

8. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah 

yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan 

nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan 

pengurusan perusahaan perseroan Daerah. 

9. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas 

pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD 

serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar 

pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 

10. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan 

perusahaan yang memuat antara lain janji atau 
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pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota 

Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target 

yang ditetapkan oleh KPM atau RUPS.  

11. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat 

UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan 

kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota 

Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota 

Direksi BUMD. 

12. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki 

fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, 

mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan 

untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi 

baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal 

Calon Anggota Dewan Pengawas atau Bakal Calon 

Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi 

BUMD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

13. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota 

Komisaris adalah seseorang yang dengan sadar 

mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas atau 

anggota Komisaris dan mengikuti proses penjaringan. 

14. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang 

dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan 

mengikuti proses penjaringan. 

15. Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris 

adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK. 

16. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah  

mengikuti UKK. 

17. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk 

melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas 

atau anggota Komisaris dan Bakal Calon anggota Direksi 

sampai pengangkatan oleh KPM atau RUPS. 

18. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut 

Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki 

satu daerah dan tidak terbagi atas saham.  

19. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut 

Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan 

terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang 
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seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu 

persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah. 

 

BAB II  

PENYERAHAN KEWENANGAN 

 

Pasal 2  

(1) Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan 

kewenangan kepada Kepala Daerah selaku penyelenggara 

Pemerintahan Daerah.  

(2) Berdasarkan keputusan RUPS, RUPS menyerahkan 

kewenangan kepada Kepala Daerah selaku penyelenggara 

Pemerintahan Daerah sebagai pemegang saham terbesar 

dan/atau Daerah yang menginisiasi peraturan daerah 

mengenai pendirian BUMD.  

(3) Penyerahan kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk melaksanakan 

seleksi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris 

dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir 

dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan. 

(4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai 

dilakukan.  

 

BAB III  

DEWAN PENGAWAS DAN KOMISARIS 

 

Pasal 3  

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM dan anggota 

Komisaris diangkat oleh RUPS. 

 

Pasal 4  

(1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau  anggota 

Komisaris dilakukan melalui seleksi. 

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

melalui tahapan: 

a. seleksi administrasi;  
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